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Konsep moralitas H.L.A Hart dalam paradigma rasional  berpegang pada “kredo” 
moralitas harus menjadi syarat minuman dari hukum. Hal ini disebabkan karena dua 
faktor: a) Manusia memiliki keterbatasan berbuat baik pada orang lain: dan b) Hukum 
memiliki keterbatasan dalam mengatur perkembangan masyarakat. Sedangkan konsep 
moral Piagam Madinah dalam terminologi paradigma profetik meyakini jika manusia 
secara spesifik memiliki perasaan tanggung jawab dan rasa malu akan perbuatan 
buruk yang ada pada dirinya yang tidak mungkin dapat dihindari. Hal ini 
membuktikan keniscayaan keberadaan Tuhan sebagai sumber pemberi 
tanggungjawab. 
Rumusan masalah dalam tesis ini, yaitu: a) Bagaimanakah asumsi-asumsi dasar dari 
basis epistemologis moralitas hukum serta basis legalitas hukum dalam konsep H.L.A 
Hart tentang moral dan hukum?; dan b) Bagaimanakah asumsi-asumsi dasar basis 
moralitas hukum dan legalitas hukum Piagam Madinah dalam melakukan kritik 
terhadap basis  moralitas hukum dalam konsep H.LA. Hart? Dengan menggunakan 
metode filosofis, dimaksudkan untuk mengeksplorasi asumsi dasar dari basis 
epistemilogis ilmu hukum, dengan  menghubungkan ilmu hukum dengan ilmu  
agama, sebagai kritik terhadap fondasi filsafat pengembangan ilmu hukum. Data yang 
digunakan pada penelitian ini adalah data berupa informasi yang berasal dari bahan-
bahan pustaka, yang berhubungan secara langsung dengan objek penelitian. 
Kesimpulan yang dihasilkan dari penelitian ini, I. Berdasarkan konsep H.L.A Hart 
dalam paradigma rasiona adalah; a) Asumsi Dasarnya adalah: (1) Asumsi Ontologis; 
(a) aturan primer (primary rules); daan (b) berupa aturan sekunder(secundary rules). 
(2) Asumsi Epistemologis; (a) Norma hukum sebagai acuan atas kehendak; (b) 
Norma hukum merupakan moralitas yang relatif, namun berkarakter normatif; dan c) 
Relasi antar fakta-fakta material/empiris. (3) Asumsi Aksiologinya;  (a) Tesis 
separasi;(b) Legislasi; (c) Keputusan Peradilan; dan (d) Kebiasaan Masyarakat. Serta 
b) Nilai/Etos:  (1) Etos Ontologis; (a) Otonom; (b) Individual; (c) Prosedural; dan (d) 
Relatif. (2) Etos Epistemologinya; (a) Rasional; dan (b) Obyektif. Dan (3) Etos 
Aksiologinya; (a) Normatif; (b) Relatif; (c) Formalistik; dan (d) Kepastian hukum.  
Kemudian II. Berdasarkan konsep Piagam Madinah dalam paradigma profetik adalah: 
a) Asumsi Dasar: (1) Asumsi Ontologis; (a) Moralitas relatif merupakan hasil 
penciptaan dan kehendak realiras absolut; dan (b) Norma moralitas adalah realitas 
seharusnya (sollen) yang dicipkan atas kehendak yang berwenang melalui utusan. (2) 
Asumsi Epistemologis; (a) Moralitas Integralistik dengan dasar-dasar transendensi; 
dan (b) Moralitas diperoleh melalui instrumen jasad dan ruh. Dan (3) Asumsi 
Aksiologinya;  Regresi ( kembali ke fitrah) untuk menjadi insan Ulul Albab. Serta b) 
Nilai/Etos: (1) Etos Ontologi; (a) Pagam Madinah (Medinah Charter).(2) Etos 
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Epistemologis; (a) Moralitas berdasarkan adab dengan musyawarah; dan (b) 
Moralitas yang dilahirkan atas keseimbangan pikir dan dzikir. (3) Etos Aksiologinya; 
(a) Pembinaan persatuan; (b) Menjunjung harkat martabat manusia; dan (c) 
Menjunjung perdamaian dan keadilan. 
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The concept of morality H.L.A Hart in the paradigm of rational adhering to the "credo" 
morality should be a requirement of legal beverages. This is due to two factors: a) Human 
beings have limitations in doing good for others: and b) The law has limitations in 
regulating the development of society. While the concept of the Charter of Medina in 
terms of moral paradigm believe that the human prophetic specifically have a feeling of 
responsibility and shame will the bad things in him that could not be avoided. This proves 
the necessity of the existence of God as the source of donor responsibility. 
The problem of this thesis, namely: a) What is the basic assumptions of the 
epistemological basis of morality of law and legality of legal basis in the concept H.L.A 
Hart about the moral and legal ?; and b) How do the basic assumptions legal basis for 
morality and legality of the law of the Charter of Medina in critiques of the legal basis for 
morality in the concept H.LA. Hart? By using philosophical methods, is intended to 
explore the basic assumptions of the base epistemilogis jurisprudence, by connecting 
jurisprudence with theology, as criticism of the foundation philosophy of development of 
legal science. The data used in this research is data in the form of information derived 
from material library, which relate directly to the object of research. 
The conclusions of this study, Later I. Based on the concept of the paradigm rasional 
H.L.A Hart is; a) Assumptions The basis is: (1) Ontological Assumptions; (a) primary 
rules; daan (b) in the form of secondary rules (rules secundary). (2) epistemological 
assumptions; (a) The rule of law as a reference at the discretion; (b) The rule of law is a 
relative morality, but the normative character; and c) Relation between material facts / 
empirical. (3) Assumptions Aksiology; (a) The thesis of separation; (b) Legislation; (c) 
The decision of Justice; and (d) Community habit. As well as b) Value / Ethos: (1) 
Ontological ethos; (a) Autonomous; (b) Individual; (c) Procedural; and (d) Relative. (2) 
The ethos of Epistemological; (a) Rational; and (b) Objective. And (3) Aksiologinya 
ethos; (a) Normative; (b) Relative; (c) formalistic; and (d) Legal certainty. 
Later II. Based on the draft Charter of Medina in the prophetic paradigm is: a) 
Assumptions: (1) Ontological Assumptions; (a) relative morality is the result of creation 
and will realiras absolute; and (b) Norma morality is supposed reality (sollen) which 
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dicipkan on the will of the authorities through a messenger. (2) epistemological 
assumptions; (a) Morality Integralistic with the basics of transcendence; and (b) Morality 
is obtained through the instrument body and spirit. And (3) Assumptions Aksiological; 
Regression (back to nature) to be a human being Ulul Albab. As well as b) Value / Ethos: 
(1) Ethos Ontology; (a) Medina Charter. (2) Epistemological ethos; (a) Morality based on 
the adab with deliberation; and (b) Morality is born on the balance of thought and 
remembrance. (3) The ethos Aksiological; (a) Development of unity; (b) Respect for 
human dignity; and (c) Respect for peace and justice. 
 





1. Latar Belakang 
Positivisme dengan tesis dasarnya bahwa ilmu pengetahuan adalah 
satu-satunya pengetahuan ilmiah. Positivisme lalu menuntut bahwa filsafat 
pun harus mempunyai metode yang sama seperti digunakan dalam ilmu 
pengetahuan. Tugas pokok filsafat, demikian menurut positivisme, adalah 
menemukan prinsip umum bagi semua ilmu pengetahuan dan selanjutnya 
digunakan sebagai panduan perilaku manusia, sekaligus menjadi basis 
organisasi sosial. Untuk itu positivisme menolak semua bentuk 
pertanggungjawaban ilmiah yang melampaui batas fakta empiris dan 
hukum yang ditegaskan oleh ilmu pengetahuan.  
Pada perkembangan selanjutnya, positivisme yang digawangi 
Comte dan Spencer kemudian menjadi ispirasi dari munculnya aliran 
posotivisme-yuridis. Aliran ini beranggapan, satu-satunya hukum yang 
diterima sebagai hukum adalah tata hukum, sebab hanya hukum inilah 
yang dapat dipastikan dan dipraktikkan. Aliran ini pada perkembangannya 
menolak tata hukum Negara yang berdasarkan kehidupan sosial (berbeda 
dari pendapat Comte).1 
Aliran hukum positif juga dikenal sebagai aliran legisme. Aliran ini 
selalu mengidentikkan hukum dengan Undang-Undang, tidak ada hukum 
di luar Undang-Undang, satu-satunya sumber hukum adalah Undang-
                                                             
1
Hydronimus Rhity, Filsafat Hukum: Edisi Lengkap (Dari Klasik Sampai Postmoderen), 
Yogyakarta: Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2011.  Hal. 129. 
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Undang. Pandangan-pandangan hukum positif ini dipertahankan oleh Paul 
Laband, Jellineck, Rudolf von Jherings, Hans Nawiasky, Hans Kelsen dan 
lain-lain.2 
Positivisme hukum berpandangan bahwa hukum itu harus dapat 
dilihat dalam ketentuan undang-undang, karena hanya dengan itulah 
ketentuan hukum itu dapat diverifikasi. Adapun yang di luar undang-
undang tidak dapat dimasukkan sebagai hukum karena hal itu berada di 
luar hukum.3 Hukum harus dipisahkan dengan moral, walaupun kalangan 
positivis mengakui bahwa fokus mengenai norma hukum sangat berkaitan 
dengan disiplin moral, teologi, sosiolgi dan politik yang mempengaruhi 
perkembangan sistem hukum.4 Moral hanya dapat diterima dalam sistem 
hukum apabila diakui dan disahkan oleh otoritas yang berkuasa dengan 
memberlakukannya sebagai hukum.5   
Hans Kelsen dalam teori hukumnya the Pure Theory of Law 
memiliki persamaan mendasar tentang hukum dengan apa yang 
diungkapkan oleh H.L.A Hart yang ingin berusaha menjawab pertanyaan 
tentang “apa hukum itu?” tetapi bukan pertanyaan “apa hukum itu 
seharusnya”.  Kongkritnya dalam perspektif  Hart mengenai pertanyaan 
“hakikat hukum” di atas adalah tentang bagaimana hukum dan kewajiban 
hukum berbeda dari, dan bagaimana kaitannya dengan perintah-perintah 
yang ditopang oleh ancaman.6  
H.L.A Hart mengungkapkan, terdapat pemisahan antara hukum 
dan moralitas, namun pemisahan yang tidak ekstrim karena moralitas 
                                                             
2
 Lily Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum, PT. Citra 
Aditya Bakti, Bandung, 2004, Hal. 56 
3
 Hans Kelsen. Teori Hukum Murni, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif. Nusa Media. 
Bandung. 2011. Hal. 5 
4




 H.L.A. Hart, Konsep Hukum, Bandung:  Nusamedia-Studio, 2010. Edisi Ke-2. Hal. 10. 
Diterjemahkan oleh M. Khozim dari karya H.L.A Hart, The Concept of Law, New York: 
Clarendon Press-Oxford, 1977.  
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harus menjadi syarat minuman dari hukum. Hal ini disebabkan karena dua 
faktor:7  
a. Manusia memiliki keterbatasan berbuat baik pada orang lain: dan 
b. Hukum memiliki keterbatasan dalam mengatur perkembangan 
masyarakat. 
Hart menempatkan moralitas sebagai syarat “minimum hukum”, 
dengan coba mengatasi kekakuan yang ada dalam legal positivism klasik 
Austin, di mana hukum ditempatkan sebagai institusi kedap moral. 
Namun, dalam beberapa kesempatan Hart dan Austin memiliki titik 
kesepakatan, terutama tentang keterpisahan antara hukum dan moralitas, 
tetapi menolak ketertutupam mutlak terhadap moral.8 
Hubungan hukum dan moralitas menurut Hart, pada kenyataannya; 
1) hukum mewujudkan cita-cita moral, 2) moralitas dan hukum memiliki 
hubungan independen, 3) hukum harus mewujudkan cita-cita moral, 4) 
nilai-nilai moral mempengaruhi hukum, 5) hukum secara definisi 
mewujudkan moral, dan 6) dari fakta tentang hakikat manusia dan dunia di 
mana mereka hidup, aturan moralitas memiliki sisi minimum yang sama. 
Sistem hukum bagi Hart adalah system aturan sosial.9   
Garis pemisah yang tegas  antara “basis/sumber dan etika” 
keilmuan Barat yang bersumber pada akal (ratio/aql) dan keilmuan dari 
Islam yang bersumber dari Allah swt berupa „wahyu‟ berupa struktur 
transendental dan akal (ratio/aql). Etika dari ke dua sumber ilmu itu pun 
juga berbeda. Etika ilmu barat adalah humanisme, sedangkan etika 
                                                             
7
 Bernard L. Tanya,  Makalah “ Pengembangan Epistemologi Ilmu Hukum”, disampaikan 
dalam seminar Nasional yang bekerjasama dengan Asosiasi Filsafat Hukum Indonesia (AFHI) dan 
Program Doktor (S3) Ilmu Hukum (AFHI) Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah 
Surakarta, Surakarta April 2015. 
8
 Hart menggambarkan hubungan hukum dan moralitas dalam beberapa aspek. Pertama, 
meskipun ukum dan moralitas itu berbeda, tetapi dalam beberapa hal penting memiliki kesamaan, 
misalnya: memiliki isi yang sama dan Kedua, ukum dan moralitas memiliki hubungan penting 
bukan mutlak, meskipun kemutlakan itu anyala kemutlakan alamia (natural necessity) bukan 
kemutlakan logis. Petrus CKL Bello, Hukum dan Moralitas; Tinjauan Filsafat Hukum, Jakarta: 
Erlangga. Hal. 3-5, dalam Bernard L Tanya dan Yovita A Mangesti, Moralitas Hukum, 
Yogyakarta: Genta Publishing, 2014. Hal. 33. 
9
 Petrus CKL Bello Hukum dan Moralitas: Tinjauan Filsafat Hukum, Jakarta: Erlangga, 
2012 dalam Bernard L Tanya dan Yovita A Mangesti, 2014. Hal. 4-5 
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keilmuan Islam adalah humanisme-theosentris. Ilmu Barat bersifat sekular 
dan otonom, sedangkan ilmu Islam bersifat menyeluluh (integralistic). Hal 
tersebut merupakan cita-cita profetik yang diturunkan dari misi historis 
Islam sebagaimana terdapat pada QS. Ali Imran 3: (110) yang berbunyi, “ 
Engkau adalah umat terbaik yang diturunkan di tengah manusia untuk 
menegakkan kebaikan, mencegah kemungkaran (kejahatan) dan beriman 
kepada Allah swt”. 
Kategorisasi dalam Al-Quran, pada gilirannya memutuskan 
sengketa di kalangan ilmuwan barat mengenai objek materill ilmu-ilmu 
alam dan ilmu-ilmu humaniora. dalam pandangan barat terdapat dua hal 
yang bertentangan mengenai ilmu pengetahuan. Pandangan pertama 
mengatakan bahwa ilmu pengetahuan itu adalah satu sehingga tidak ada 
namanya ilmu pengetahuan alam (natural science) dan pengetahuan 
sosial-budaya (humaniora). Menurut pendapat ini, meskipun ada 
perbedaan pada objek material pada masing-masing ilmu tersebut, 
pengetahuan tidak perlu dibagi dua.10  
Dengan demikian, rumusan Ilmu Hukum Profetik dalam Ilmu 
Hukum baik secara paradigmatik, asumsi-asumsi, prinsip-prinsip, teori, 
metodologi, maupun struktur norma-norma yang terdapat di dalamnya, 
dibangun berdasarkan basis epistemologi Islam yang bersumber pada Al-
Qur‟an dan Hadits. Melaui proses transformasi dan objektivikasi ajaran 
Islam yang bersumber pada Al-Qur‟an dan Hadits akan dibangun asumsi-
asumsi dasar yang yang kemudian turun menjadi teori, doktrin, asas-asas, 
kaidah, dan norma-norma hukum yang berlaku di masyarakat  sesuai 
dengan konteksnya masing-masing.11 
Nabi Muhammad saw., sebagai nabi terakhir dituntun dan dibantu 
dengan Al-Qur‟an sebagai panduan yang dalam konteks ini adalah sebagai 
                                                             
10
Heddy Shri Ahimsa Putera, Paradigma Profetik: Mungkinkah?, Perlukah?, Makalah 
disampaikan dalam “Saresehan Profetik 2011” diselenggarakan oleh Sekolah Pascasarjana UGM, 
di Yogyakarta, 10 Februari 2011, Op.Cit. Hal. 35. 
11
 M. Syamsudin (Penyunting: M. Koesnoe, Heddy Shri Ahimsa Putra dkk), Ilmu Hukum 
Profetik (Gagasan Awal, Landasan Kefilsafatan dan Kemungkinan Pengembangannya di Era 
Postmoderen), Yogyakarta: Pusat Study Hukum FH-UII, 2013. Hal. 101 
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kitab pokok tuntunan moral, bukan karya ilmiah, bukan juga kitab hukum, 
tidak juga kitab politik, pun juga bukan kitab ekonomi dan lain 
sebagainya. Bahwa ada sebagian kecil ayat yang membicarakan masalah-
masalah tersebut, hanyalah prinsip-prinsip dasar yang harus dikembangkan 
oleh manusia sendiri yang dikaruniai akal. Pesan dasarnya adalah bahwa 
semua kegiatan tersebut harus dilakukan sesuai dengan pesan moral agama 
yang terdapat dalam ayat-ayat tersebut. 
Islam sebagai agama moral sudah kaya akan konsep-konsep, baik 
terkait dengan ketuhanan maupun kemanusiaan, konsep relasi yang sehat 
secara vertikal dan horizontal; seperti konsep tauhid, keadilan, persamaan, 
toleransi, sampai yang terkait dengan kebersihan. Konsep-konsep ini 
diturunkan dan disyariatkan adalah sebagai ajaran moral demi terciptanya 
relasi yang sakral vertikal antara manusia dengan Tuhannya dan relasi 
harmonis, dinamis, dan konstruktif fungsional horizontal yang profan 
antara manusia dengan manusia, serta dengan seluruh makhluk di muka 
bumi ini. Kedua relasi ini harus berjalan secara seimbang, karena kalau 
tidak maka manusia akan merasakan kehinaan.  Allah SWT berfirman 
dalam surat Ali Imran (3): 112. 
Piagam Madinah Sebagai sebuah hadits,12 dan merupakan konsepsi 
nilai-nilai kenabian, dimana nilai-nilai moral dan norma-norma hukumnya 
sebagai sebuah realitas yang relatif, karena ia sumjektif-kontekstual yang 
tidak memiliki esensi pada dirinya, dan tidak identik dengan sifat benda-
benda. Ia merupakan konsep-konsep yang merupakan  masyhurat (nilai 
dan norma yang terdapat di ruang publik), maqbulat (nilai dan norma yang 
diterima secara tradisional), dan maznunat ( nilai dan norma yang diduga 
demikian seharusnya) itu, bukanlah sesuatu yang objektif-rasional, 
                                                             
12
Petunjuk penting tentang adanya konstitusi (Piagam Madinah) itu menurut Arent Jan 
Wensinck, diperoleh dari sejumlah hadis. Al-Bukhari dan Muslim, menurutnya, mencantumkan 
ikhtisar  tentang konstitusi itu dalam Bab Fada'il (fad. al-Madinah). Ia menambahkan bahwa isi 
dokumen itu juga disebutkan oleh Abu Dawud dan Al-Nasai., dalam Wolfgang Behn, Muhammad 
and The Jewes of Medina, terjemahan dari Mohammed en de Joden to Medina, oleh Arent Jan 
Wensinck (Berlin: Klaus Schwarz Verlag-Freiburg Im Breisgou, 1975) hal. 66-67., dalam Ahmad 
Sukardja. Piagam Madinah...: 2012., hal. 32. 
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melainkan sesuatu yang “socially constructed” (terbentuk secara sosial), 
yaitu bentukan faktor-faktor internal yang bersifat wahimiyat (emosional) 
dan dibarengi dengan faktor-faktor ekternal. Konsensus nilai moral dan 
norma bisa saja terbentuk secara tradisional dalam masyarakat tertentu tapi 
dasarnya adalah tujuan-tujuan emosional atau penganutan agama tertentu 
yang tak apat dikatakan universal pada dirinya. 
Penelitian ini mendasarkan pada pendekatan filosofis, karena 
dimaksudkan untuk mengeksplorasi asumsi dasar dari basis epistemilogis 
ilmu hukum, dengan  menghubungkan ilmu hukum dengan ilmu  agama, 
sebagai kritik terhadap fondasi filsafat pengembangan ilmu hukum, yang 
didukung oleh konsep moralitas hukum H.L.A Hart dalam pradigma 
rasional. 
Adapun umusan masalah dalam tesis ini, yaitu: a) Bagaimanakah 
asumsi-asumsi dasar dari basis epistemologis moralitas hukum serta basis 
legalitas hukum dalam konsep H.L.A Hart tentang moral dan hukum?; dan 
b) Bagaimanakah asumsi-asumsi dasar basis moralitas hukum dan legalitas 
hukum Piagam Madinah dalam melakukan kritik terhadap basis  moralitas 
hukum dalam konsep H.LA. Hart?  
Metode pendekatan filosofis, karena dimaksudkan untuk 
mengeksplorasi asumsi dasar dari basis epistemilogis ilmu hukum, dengan  
menghubungkan ilmu hukum dengan ilmu  agama, sebagai kritik terhadap 
fondasi filsafat pengembangan ilmu hukum, yang didukung oleh konsep 
moralitas hukum H.L.A Hart dalam pradigma rasional. Dengan 
menggunakan sumber data primer Al-Qur‟anul Karim, Hadits Nabi 
Muhammad saw., Piagam Madinah dan bahan-bahan pustaka yang 
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A. Konsep Moralitas Hukum H.L.A. Hart Berdasarkan Paradigma 
Rasional 
Bagi Hart dalam buku utamanya The Concept of Law, mengutarakan 
tiga issu dalam pembahasan keterhubungan antara  hukum dan moralitas. 
Pertama, bagaimana membedakan antara  ide moral mengenai keadilan dan 
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moral dan aturan hukum juga dari semua aturan sosial lainnya. Dan ketiga, 
berbagai macam komponen di mana hukum dan moralitas berhubungan. 
Menurut H.L.A. Hart, keadilan hukum tidak sama dengan penilaian 
moralitas. Keadilan bersifat lebih spesifik daripada penilain moralitas. 
Keadilan dalam hukum menyangkut dua hal, yaitu; a) dalam hal distribusi,  
dan b) dalam hal kompensasi. Dalam hal distribusi, terungkap bahwa 
keadilan tidak semata berlaku pada ranah individu tetapi pada bagaimana 
kelas-kelas individu-individu diperlakukan saat beban ataupun keuntungan 
didistribusikan pada mereka. “Hence what is typically fair or unfair is a 
share”.13 Keadilan distribusi pada ranah hukum memberlakukan diktum: 
treat like case alike and treat different case different. Ini diterapkan 
misalnya bahwa hukum itu adil bila semua prosedur dilakukan sesuai 
dengan yang ditentukan. Menyangkut kompensasi, prinsip keadilan berlaku 
dalam situasi di mana beberapa kerusakan atau kerugian (injury) telah 
dilakukan dan kompensasi diklaim. Dalam hal ini, hukum dikatakan adil 
jika kompensasi yang diberikan sesuai dengan kerugian (harm) yang 
dibuat.14 
1. Asumsi Dasar 
a. Asumsi Ontologis 
Bagi Hart aturan hukum utama adalah norma-norma sosial, 
meskipun tidak melulu sebagai produk dari perjanjian atau bahkan 
konvensi. Jadi bagi Hart sistem hukum adalah semua norma-norma 
yang turun ke bawah, tetapi pada akarnya adalah norma sosial yang 
memiliki jenis kekuatan normatif lainnya yaitu melalui kebiasaan. 
Ini adalah keteraturan perilaku terhadap badan-badan hukum yang 
mengambil “sudut pandang internal”. Mereka menggunakannya 
sebagai standar untuk menuntun dan mengevaluasi diri mereka 
sendiri dan perilaku orang lain, dan penggunaan ini ditampilkan 
                                                             
13
 Ibid. Margaret M. Poloma, Sosiologi Konternporer, diterjemahkan oleh Tim Yasogama 
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dalam perilaku mereka termasuk jalan keluar dari berbagai bentuk 
tekanan sosial untuk mendukung aturan dan siap untuk 
mengaplikasikan dari segi normatif seperti “tugas” dan 
“kewajiban” saat menjalankannya.15 
Lantas pertanyaan khas positivistik adalah bagaimana cara 
agar norma sosial tersebut memiliki kekuatan normatif, atau dapat 
dikatakan dianggap legal. Ia mengajukan beberapa konsep berupa: 
1) konsep yang ia sebut sebagai aturan primer (primary rules), dan 
2) berupa aturan sekunder(secundary rules). Hal ini meruakan 
basis asumsi dari konsepsi ontologis dalam konsep moralitas 
hukum Hart. 
b. Asumsi Epistemologis 
Positivisme hukum dalam perpektif para tokoh aliran ini 
memiliki argumentasi yang secara substansi serupa, dimana 
positivisme memiliki kehendak untuk melepaskan pemikiran meta-
yuridis mengenai hukum sebagainmana dianut oleh para tokoh-
tokoh alira hukum alam/kodrat. Atau konsekwensi logis dari 
kehendak yang dimaksud sebagai upaya agar norma hukum 
meniscayakan; 1) Norma hukum sebagai acuan atas kehendak; 2) 
Norma hukum merupakan moralitas yang relatif, namun 
berkarakter normatif; dan 3) Relasi antar fakta-fakta 
material/empiris. 16 Karena itu setiap norma hukum haruslah eksis 
dalam alamnyayang obyektif sebagai norma-norma yang positif, 
ditegaskan sebagai wujud kesepakatan kontraktual yang konkrit 
antara warga masyarakat (wakil-wakilnya).  
Konsepsi ini juga sekaligus mengandung arti, jika hukum 
tidak lagi dikonsepsi sebagai asas-asas moral meta-yuridis  yang 
                                                             
15
 Leslie Green. Legal Positivism. Stanford Encyclopedia of Philosophy. 2003.  Diakses 
tanggal 26 Maret 2012. 
16
 Kelik Wardiono, Seminar Hasil Penelitian Disertasi, Paradigma Profetik (Pembaharuan 
Basis Epistemologi Ilmu Hukum di Indonesia), Program Doktoral (S-3) Ilmu Hukum Sekolah 
Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta, 13 September 2014, hal. 13 
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niskala (abstrak) tentang hakikat keadilan, Melainkan ius yang 
telah mengalami positivisasi sebagai lege atau lex,17 guna 
menjamin kepastian mengenai “apa yang daat dikatakan sebagai 
hukum” dan “apa yang sekalipun normatif harus dinyatakan 
sebagai hal-hal yang terbilang bukan hukum”.18  
Setidaknya ada lima ciri utama positifisme hokum dalam 
pandangan Hart. Pertama, adanya tesis separasi, yaitu perlu 
dibedakan antara bagaimana hukum seharusnya dan hukum 
sebagaimana adanya. Pemisahan tersebut juga dapat dimengerti 
sebagai pemisahan antara hukum dan moralitas. Kedua, pandangan 
bahwa valid tidaknya hukum tergantung dari prosedur yang 
membuatnya valid. Hal tersebut berarti validalitas hukum tidak 
berkaitan moralitasnya. Ketiga, pembicaraan moralitas tidak 
dimasukkan dalam pembicaraan hukum. Keempat, hukum dilihat 
sebagaimana adanya. Kelima, positifisme hukum ingin membuat 
teori hukum yang besifat umum dari penelitian tentang hukum-
hukum yang sudah ada. Bisa dilihat, tesis separasi merupakan tesis 
utama positivisme hukum karena empat tesis berikutnya adalah 
implikasi darinya. 
c. Asumsi Aksiologis 
Positivisme hukum dalam perpektif para tokoh aliran ini 
memiliki argumentasi yang secara substansi serupa, dimana 
positivisme memiliki kehendak untuk melepaskan pemikiran meta-
yuridis mengenai hukum sebagainmana dianut oleh para tokoh-
tokoh alira hukum alam/kodrat. Atau konsekwensi logis dari 
kehendak yang dimaksud sebagai upaya agar norma hukum 
meniscayakan; 1) Norma hukum sebagai acuan atas kehendak; 2) 
                                                             
17
 Positivisme hukum dan pengaruhnya dalam konteks kehidupan bernegara, segera 
mengupayakan positivisasi norma-norma sosial (ius) menjadi norma perundang-undangan (lege). 
Dalam Niklas Luhman, A Sociological Theory of Law,  (London: Routledge & Kegan Paul), 1985, 
hal. 103 
18
 Soetandyo Wignjosoebroto, Hukum Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya, 
(Jakarta: Huma), 2002, Loc.Cit. hal. 96 
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Norma hukum merupakan moralitas yang relatif, namun 
berkarakter normatif; dan 3) Relasi antar fakta-fakta 
material/empiris. 19 Karena itu setiap norma hukum haruslah eksis 
dalam alamnyayang obyektif sebagai norma-norma yang positif, 
ditegaskan sebagai wujud kesepakatan kontraktual yang konkrit 
antara warga masyarakat (wakil-wakilnya).  
Konsepsi ini juga sekaligus mengandung arti, jika hukum 
tidak lagi dikonsepsi sebagai asas-asas moral meta-yuridis  yang 
niskala (abstrak) tentang hakikat keadilan, Melainkan ius yang 
telah mengalami positivisasi sebagai lege atau lex,20 guna 
menjamin kepastian mengenai “apa yang daat dikatakan sebagai 
hukum” dan “apa yang sekalipun normatif harus dinyatakan 
sebagai hal-hal yang terbilang bukan hukum”.21  
Setidaknya ada lima ciri utama positifisme hokum dalam 
pandangan Hart. Pertama, adanya tesis separasi, yaitu perlu 
dibedakan antara bagaimana hukum seharusnya dan hukum 
sebagaimana adanya. Pemisahan tersebut juga dapat dimengerti 
sebagai pemisahan antara hukum dan moralitas. Kedua, pandangan 
bahwa valid tidaknya hukum tergantung dari prosedur yang 
membuatnya valid. Hal tersebut berarti validalitas hukum tidak 
berkaitan moralitasnya. Ketiga, pembicaraan moralitas tidak 
dimasukkan dalam pembicaraan hukum. Keempat, hukum dilihat 
sebagaimana adanya. Kelima, positifisme hukum ingin membuat 
teori hukum yang besifat umum dari penelitian tentang hukum-
hukum yang sudah ada. Bisa dilihat, tesis separasi merupakan tesis 
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 Kelik Wardiono, Seminar Hasil Penelitian Disertasi, Paradigma Profetik (Pembaharuan 
Basis Epistemologi Ilmu Hukum di Indonesia), Program Doktoral (S-3) Ilmu Hukum Sekolah 
Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta, 13 September 2014, hal. 13 
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 Positivisme hukum dan pengaruhnya dalam konteks kehidupan bernegara, segera 
mengupayakan positivisasi norma-norma sosial (ius) menjadi norma perundang-undangan (lege). 
Dalam Niklas Luhman, A Sociological Theory of Law,  (London: Routledge & Kegan Paul), 1985, 
hal. 103 
21
 Soetandyo Wignjosoebroto, Hukum Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya, 
(Jakarta: Huma), 2002, Loc.Cit. hal. 96 
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utama positivisme hukum karena empat tesis berikutnya adalah 
implikasi darinya. 
2. Etos/Nilai 
a. Nilai Ontologis 
Menurut Hart, penilaian moral ada pada tataran individual 
dan dengannya manusia bisa menentukan apakah hukum yang 
berlaku adil atau tidak. Jika tidak, maka ia tidak mempunyai 
kewajiban untuk mematuhinya dan kalau perlu melawan terhadap 
hukum yang tidak adil tersebut.22 
Bagi Hart, moralitas bersumber pada akal pikiran atau 
filsafat. Sebagai hasil pemikiran, maka moralitas tidak bersifat 
mutlak, absolut dan tidak pula universal. Ia terbatas, dapat berubah, 
memiliki kekurangan, kelebihan, dan sebagainya. Moral lebih 
berperan sebagai konseptor terhadap sejumlah perilaku yang 
dilaksanakan oleh manusia. Peranan moral dalam hal ini tampak 
sebagai wasit atau hakim dalam tatanan sosial, dan bukan sebagai 
pemain. Ia merupakan konsep atau pemikiran mengenai nilai-nilai 
untuk digunakan dalam menentukan posisi atau status perbuatan 
yang dilakukan manusia. Moral lebih mengacu kepada pengkajian 
sistem nilai-nilai yang ada. Dan moral bersifat relatif yakni dapat 
berubah-ubah sesuai dengan ruang dan waktu yang membentuk 
moral.23 
b. Nilai Epistemologis 
Hart menolak transendentalis Kelsen. Padangan Kant 
 terhadap otoritas yang dilihat secara empiris. Pemikiran Hart 
mengacu pada Kant tentang sistem sosial. Bagi Hart kewenangan 
atau otoritas hukum adalah sosial. Kriteria utama validitas dalam 
sistem hukum bukanlah norma hukum maupun sesuatu yang 
dianggap sebagai norma, namun dalam aturan sosial yang hanya 
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 H.L.A. Hart, The Concept of Law...:2010, Op.Cit. hal. 241 
23
 Loc.Cit. hal. 142 
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ada karena dipraktekkan. Hukum akhirnya bertumpu pada 
kebiasaan: kebiasaan tentang siapa yang berwenang memutus 
perselisihan hingga memutuskan hukum, apa yang mereka harus 
perlakukan sebagai alasan untuk keputusan yang mengikat yaitu 
pada sumber hukum, dan bagaimana kebiasaan dapat diubah 
(hanya dapat dilakukan apabila telah ditetapkan oleh hukum 
sebagai sebuah prosedur).24 
Di sisi lain, bahwa penilaian moral kalau dipandang perlu 
harus dapat dilakukan dengan menunjukkan bukti-bukti faktual 
atau argumen rasional. Kesan seperti seperti ini cukup kuat muncul 
terutama dalam pandangan Joseps Raz melalui gagasannya tentang 
“mitos moralitas bersama” (the myth of common morality), 
pandangan yang beranggapan bahwa kesatuan masyarakat tercipta 
karena adanya moralitas yang diterima oleh anggota masyarakat. 
Pandangan terakhir ini yang dikenal sebagai positivisme sosiologis, 
yang sangat menekankan watak ilmiah dari hukum. 
Sebagai sebuah sistem yang rasional, dialektika antara 
moralitas dan hukum berfungsi untuk melindungi kebebasan 
individual dan untuk mencegah orang untuk berbuat kekerasan 
terhadap orang lain. Jadi, baik hukum itu adil maupun tidak adil, 
baik ataupun buruk secara moral, hak dan kewajiban perlu 
diperhatikan sebagai focal points dalam pengoperasian hukum 
yang sangat penting bagi manusia dan bebas dari penilaian moral. 
Maka tidak benar jika ada pernyataan bahwa hak dan kewajiban 
hukum punya arti dalam dunia nyata hanya jika keberadaannya 
ditunjang oleh pendasaran moral. 
c. Nilai Aksiologis 
Meski demikian Hart tidak sepenuhnya menolak hukum 
kodrat. Ada konsep hukum kodrat yang diterima Hart dalam 
konsep hukumnya. Hart membedakan ada dua jenis hukum 
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 Op.Cit. Candace J. Groudine. Authority: H. L. A. Hart...:2012 
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teleologis, yaitu maksimum telos (Aristoteles dan Aquinas) dan 
minimum telos (Hume dan Hobbes). Konsep minimum telos 
diterima oleh Hart. Ini membuat Hart menerima moralitas sebagai 
syarat minimum hukum. 
Mengenai pemisahan hukum dan moral, Hart setuju dengan 
Austin.25 Meski demikian, Hart memberi semacam catatan pinggir 
pada pemikiran Austin tersebut. Bagi Hart, walaupun hukum dan 
moral berbeda, namun keduanya saling terkait cukup erat.26 Bahkan 
menurut Hart, moralitas merupakan siarat minimum hukum. 27 
 
B. Konsep Moralitas Hukum Piagam Madinah  Berdasarkan Paradigma 
Profetik 
1. Asumsi Dasar 
a. Asumsi Ontologis 
 Moralitas relatif merupakan hasil penciptaan dan kehendak 
realiras absolut 
Nilai-nilai moral dan norma-norma hukum sebagai sebuah 
realitas yang relatif, karena ia sumjektif-kontekstual yang tidak 
memiliki esensi pada dirinya, dan tidak identik dengan sifat benda-
benda. Bagi Ghazali, konsep-konsep yang merupakan  masyhurat 
(nilai dan norma yang terdapat di ruang publik), maqbulat (nilai 
                                                             
25
 Hart membedakan hukum alam dengan hukum buatan manusia. Hukum alam dapat 
ditemukan melalui penalaran dan observasi manusia. Hukum tersebut bersifat deskriptif dan 
adalah tugas para saintis untuk menemukannya. Hukum buatan manusia tidak seperti itu. la bukan 
merupakan deskripsi atas fakta-fakta tetapi bersifat preskriprif atau anjuran agar manusia 
berperilaku dalam cara rertentu. Kedua hukum tersebut juga berbeda validitasnya. Hukum alam 
yang terbukti salah akan kehilangan artinya sebagai hukum. Tetapi tidak demikian dengan hukum 
manusia. Hukum manusia meskipun buruk sekalipun akan tetap valid sampai hukum tersebut 
dicabut atau diganti, dalam H. L.A.  Hartart 1994, The Concept..., Op.Cit.  
26
 Karena pemikiran Hart sampai derajat tertentu toleran pada moral, Brian Tamanaha 
menggolongkan Hart sebagai soft positivist (Lih Brian Tamanaha, A General Jurisprudence of 
Late and Society, Oxford University Press, 2001, hal. 156). 
27
 Ibid. Meski demikian Hart tidak sepenuhnya menolak hukum kodrat. Ada konsep hukum 
kodral yang diterima Hart dalam konsep hukumnya. Hart membedakan ada dua jenis hukum 
teleologis, yaitu maksimum telos (Aristoteles dan Aquinas) dan minimum telos (Hume dan 
Hobbes). Konsep minimum telos diterima oleh Hart. Ini membuat Hart menerima moralitat 
sebagai syarat minimum hukum. 
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dan norma yang diterima secara tradisional), dan maznunat ( nilai 
dan norma yang diduga demikian seharusnya) itu, bukanlah 
sesuatu yang objektif-rasional, melainkan sesuatu yang “socially 
constructed” (terbentuk secara sosial), yaitu bentukan faktor-faktor 
internal yang bersifat wahimiyat (emosional) dan dibarengi dengan 
faktor-faktor ekternal.28 Konsensus nilai moral dan norma bisa saja 
terbentuk secara tradisional dalam masyarakat tertentu tapi 
dasarnya adalah tujuan-tujuan emosional atau penganutan agama 
tertentu yang tak apat dikatakan universal pada dirinya. 
Berdasarkan perspektif Ghazali, masalah niai moral dan 
norma hukum pada dasarnya bukanlah “barang jadi” dari Tuhan, 
melainkan harus dirumuskan oleh manusia secara relatif-
kontekstual, kecuali yang qath‟i, yang di mana akal maupun syara‟ 
sulit merinci aturan universal yang sesuai dengan kebutuhan 
individu, sehingga syara‟ membatasi diri pada norma-norma umum 
dan populer,29 dan dalam seluruh lapangan ijtihad, kebenaran 
adalah plural-relatif, yaitu merupakan hasil ijtihad tiap-tiap 
mujtahid memiliki perspektif tentang objek ijtihadnya. 
Pada teori pluralisme-relatifisme pada konteks ijitihad ini, 
Ghazali adalah mempertahankan prinsip otonomi dan kreatifitas 
diri manusia secara prinsip fleksibilitas dan elastisitas hukum; yaitu 
hukum sebagai taklif sekaligus rahmat harus dipahami dan 
dirumuskan secara kontekstual sesuai dengan situasi-kondisi dan 
dinamika kehidupan manusia; hukum Tuhan dapat ditetapkan 
berdasarkan apa saja yang menunjukkan kerelaan dan kehendak-
                                                             
28
  Faktor-faktor internal yang bersifat wahimiyat  seperti rasa kasih sayang dan agresi, 
naluri keindahan, ketertiban dan kedamaian, serta kerjasama dan pengabdian, dan faktor-faktor 
eksternal seperti ajaran agama dan tradisi mapan yang diwariskan melalui didikan keluarga, 
sekolah dan lingkungan sosial, serta analisis indukti terhadap sekumpulan data  partikular yang 
digeneralisasikan sehingga dianggap sebagai sesuatu yang universal, dan hipotesis-hipotesis kita 
sendiri  dalam Al-Ghazali, Mi‟yar al-„Ilm, ed. Sulayman Dunya, Mesir: al-Ma‟arif. Hal. 193-198, 
dalam Saeful Anwar. Filsafat Ilmu Al-Ghozali...2007. Loc.Cit. hal. 108-109 
29
 Al-Ghazali,  Mazan al-„Amal, ed. Sulayman Dunya, Mesir: dar al-Ma‟arif, hal. 263-264, 
dalam  Saeful Anwar. Filsafat Ilmu Al-Ghozali...2007, Op.Cit. hal. 112 
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Nya meskipun bukan berupa lafadz,30 dan yang tidak qath‟i akan 
mengalami perubahan berdasarkan ruang dan waktu tertentu 
dengan berubahnya zann mujtahid,31 sedangkan zann itu sendiri 
bersifat subjektif dan relatif-kontektual. 
konsepsi etika Ghazali tentang zann  sebagai objek ijtihad, 
dapat ditarik kesimpulan merupakan penyempurnaan etika Yunani, 
seperti Plato dan Aristoteles, serta dari filosof muslim seperti Ibn 
Miskawaih, terutama dalam menilai aspek realitas manusia yang 
monodualis dan fungsi eksistensinya sebagai abdi dan kholifah 
Tuhan di muka bumi.32 Bukti yang menguatkan ini bisa dilihat 
bagaimana Ghazali dengan berani menegaskan bahwa keempat 
bentuk moderasi yang ditransfer dari Yunani__yaitu hikmah 
(bijaksana), „iffah (sederhana), syaja‟ah (teguh), dan adalah (adil); 
yang dipandang sebagai induk dari semua keutamaan nilai moral 
dan merupakan kebaikan-kebaikan dalam kategori kejiwaan yang 
merupakan “jalan lurus” (al-sirat al-mustaqim) seerti yang 
ditunjuk Al-Qur‟an sebagai satu-satunya alternatif yang harus 
ditempuh meskipin sulit pada tahapan aplikasinyadan termasuk 
dasar-dasar agama (usul al-din).33 
 Moralitas adalah realitas seharusnya (sollen) yang dicipkan 
atas kehendak yang berwenang melalui utusan 
Mengenai kausalitas moral, manusia dan segala 
perbuatannya “secara makro” sebagai perbuatan Allah. Karena 
perbuartan manusia berpangkal pada ilmu yang memunculkan 
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 Ibid. Jld. II, hal. 269. 
31
 Ibid. Jld. II, hal. 378. 
32
 Menurut Yusuf Musa, konsep fada‟il (keutamaan moral) seperti pada Ibn Maskawaih dan 
al-Ghazali  itu terdapat dalam buku Plato, “Republica”, dalam  Muhammad Yusuf  Musa, 
Falsafah al-Akhlaq fi al-Islam wa Sillatuha bi al-Igriqiyyah, Kairo: Mu‟assasah al-Khanji, cet. II, 
1963, hal. 144. Menurut Saljuqi, 70% dari isi kitab Ibn Maskawaih, “Tahzib al-Akhlak”, adalah 
resume dari karya Aristoteles, “Ethica Nechomachia”, sedang lainnya di bagian akhir dari Plato. 
Tetapi etika al-Ghazali merupakan etika yang orisinal Islam, dalam  Salah al-Din al-Saljuqi, Asar 
al-Imam Al-Ghazali fi al-Akhlaq, dalam Mahrajan, Op.Cit. hal. 79-82 dalam Saeful Anwar. 
Filsafat Ilmu Al-Ghozali...2007, Loc.Cit. hal. 113-114. 
33 Al-Ghazali,  Mazan al-„Amal...Loc.Cit. Jld. II, hal. 357-359. 
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iradah (motif). Iradah akan menggerakkan qudrah (kemampuan) 
yang memaksa aanya gerak fisik. Proses sistematik ini terjadi 
secara kompulsif (mekanik deterministik), sebagai jabr (paksaan) 
Tuhan sesuai hukum kausalitas-Nya. Atau dalam artian bahwa 
seseorang melakukan apa yang ia kehendaki, baik ketika ia 
berkehendak atau tidak. Jadi masyi‟ah (kehendak) secara makro 
bukan dari manusia, sebab jika dari manusia maka pasti akan 
menimbulkan kehendak yang lain hingga menciptakan “rantai tak 
berujung”. Untuk itu, Ghazali mengklasifikasikan  tiga (3) perbuata 
manusia, diantaranya:34 
(a) Fi‟il Tabi‟i (perbuatan natural-mekanik), seperti sejumlah orang 
yang berdiri tana alas kaki; 
(b) Fi‟il Iradi (perbuatan inisiatif), seperti bernafas; dan 
(c) Fi‟il Ikhtiari (perbuatan alternatif/pilihan) seperti menulis. 
Perbuatan (a) dan (b) terjadi secara idtirari 
(kompulsif/mekanik-deterministik). Menurt Ghazali, iradah 
(motif) mengikuti ilmu berupa cocok atau tidaknya sesuatu dengan 
kita. Putusan ini diambil akal kadang secara spontan/reflektif, 
seperti menutup mata ketika dihadapkan pada pisau, sehingga 
membangkitkan iradah dengan ilmu. Adakala dengan proses 
pemikiran tertentu sampai dapat membedakan bahwa kebaikan 
terdapat pada melakukan atau meninggal suatu perbuatan. Di sini 
muncul iradah khusus tang disebut ikhtiar. Jadi, ikhtiar merupakan 
rumusan tentang iradah khusus yang muncul dengan petunjuk akal 
mengenai sesuatu yang untuk menangkapnya memerlukan 
pemikiran akal berdasarkan masukan dari alam ide (khayal) dan 
indra. Karena gerak dipaksa oleh qudrah, dan qudrah dipaksa oleh 
iradah, dan iradah dipaksa oleh ilmu (putusan akal) berdasarkan 
input dari khayal dan indra, semua terpaksa tanpa disadari. Dengan 
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 Al-Ghazali, Ihya‟ „Ulum al-Din...., jld. IV, Loc.Cit. hal. 243-247 
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demikian, seorang “terpaksa” dalam artian bahwa semua fase-fase 
itu terjadi dari pihak lain, dan “berikhtiar”. 35 
b. Asumsi Epistemologis 
 Moralitas Integralistik dengan dasar-dasar transendensi 
Terdapat tiga sarana pokok manusia dalam memperoleh 
ilmu; yaitu pancaindra (al-hawas al-khams) berikut common sense 
(khayal) dan estimasi (wahm); akal („aql);36 dan intuisi (zauq). 
Pancaindra bekerja pada dunianya, dunia fisis-sensual, dan berhenti 
pada batas wilayah akal.37 Akal bekerja pada wilayah abstrak 
dengan memanfaatkan input dari pancaindra melalui khayal dan 
wahm,38 dan berhenti pada batasan wilayah transendental (tak 
terjangkau akal) yang telah mengetahui Tuhan dan rasul-Nya harus 
diserahkan pada rasul atau diperoleh penjelasannya melalui 
mukasyafah-musyahadah. Hal-hal yang bersifat transenden 
bukanlah wilayah irasional.39 Akan tetapi, hasil perolehan kasyfy 
yang menurut akal irasional hanyalah kepalsuan 
belaka__sedangkan infoemasi kewahyuan yang menurut akal 
irasional haris di-takwil, jika terbukti secara pasti bahwa ia datang 
dari para Nabi.40 
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 Al-Ghazali, Ihya‟ „Ulum al-Din...., jld. IV, Ibid. Hal, 248-253. 
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 Menurut al-Ghazali, terma akal („aql) dapat dipakai untuk empat arti: (a) Gharizah 
(instinct), yang dengannya manusia siap menangkap ilmu-ilmu a priori dan ilmu-ilmu inferensial 
yang dihasilkan dari eksperimen; (b) Ilmu-ilmu yang muncul secara aktual pada anak mumayyiz, 
yaitu hukum-hukum akal yang termasuk ilmu-ilmu a priori; (c) Ilmu yang diperoleh dari 
eksperimen mengenai ihwal sesuatu; dan (d) Keberhasilan gharizah dalam mengetahui akibat 
segala sesuatu dan mengendalikan naluri syahwat secara proporsional. Ghazali dalam hal ini 
menunjuk potemsi sebagai: (1) asas dan sumber, (2) menunjuk cabang,  (3) menunjuk cabang dari 
yang pertama dan kedua, sebab dengan gharizah itulah , ilmu-ilmu a priori dan inferensial 
diperoleh, sedang yang (4)  menunjuk pada hasil. Dalam  Al-Ghazali, Miskiyat, hal. 57-58 dalam 
Saeful Anwar Filsafat Ilmu Al-Ghozali...2007, Loc.cit. hal. 186. 
37
 Al-Ghazali, t.t., al-Maqasad al_Asna fi Syart Asma‟ Allah al-Husna, ed. Muhammad 
Usman, Kairo: Maktabah Al-Qur‟an, hal. 46-47 dalam Saeful Anwar Filsafat Ilmu Al-
Ghozali...2007, hal. 181-182 
38
 Al-Ghazali, Mi‟yar al-„Ilm, hal. 62-65 
39
 Al-Ghazali, t.t., al-Maqasad al_Asna...Loc.Cit. hal, 139 
40
 Ibid. 
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Argumen moral memiliki keabsahan filosofis jika dipisahkan 
dari unsur-unsur nasihat dan wejangan. Dalam konteks ini, argumen 
moral tidak hanya menetapkan eksistensi Tuhan, akan tetapi juga 
menetapkan sifat-sifat Tuhan, seperti yang mencipta, bijaksana, 
kehendak dan maha pengaturdi dunia dan akhirat. Jenis argumen ini 
harus disandarkan pada argumen fitrah atau dirujukkan pada rujukan 
kemestian (a prioris) diutusnya para nabi yang terletak setelah 
pembuktian eksistensi Tuhan sifat kesempurnaan-Nya, atau didasari 
pada salah satu argumen, seperti argumen imkam dan wujub, hudus, 
serta gerak.41  
 Dengan demikian, argumen moral memiliki kesetaraan 
validitas dengan argumen di atas (imkam dan wujub, hudus, serta 
gerak) dan terhitung sebagai bentuk argumen baru. Jika argumen 
moral tidak disandarkan pada salah satu dari argumen seerti yang 
telah disebutkan, maka ia tidak memiliki validitas sebagai sebuah 
argumen atau dalil dalam menetapkan eksistensi Tuhan. Oleh 
karena itu, apabila argumen moral diasumsikan memiliki landasan 
yang sempurna, tetap dikategorikan sebagai filsafat praktis/akal 
praktis, bukan merupakan filsafat teoritis/akal teoritis dan tidak 
dapat digunakan sebagai dalil pembuktian eksistensi. Namun di 
satu sisi, bukan berarti argumen moral dalam filsafat teoritis tidak 
dapat dijangkau manusia, karena pada kenyataannya, wilayah 
filsafat teoritis hanya dapat dambil maknanya oleh manusia yang 
memiliki kemampuan dalam menerapkan metode ijma‟ dan kasyfi, 
yang kebenaran moralnya bukan hanya berupa eksistensi, akan 
tetapi juga esensi. 
 Moralitas diperoleh melalui instrumen  jasat (jism) dan oh 
(ruh) 
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 Dedi Supriadi dan Mustifa Hasan. Filsafat Agama, Bandung: CV. Pustaka Setia, 
2012.hal. 219-220. 
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Qalbu, roh atau nafs dalam arti metafisis adalah substansi 
tunggal yang tidak terbagi-bagi, berdiri pada dirinya, bukan jisim 
(jasad) yang tidak menempati jisim, serta tidak menempati ruang 
dan arah tertentu, tetapi watak esensialnya adalah mengendalikan 
jasad sebagai alatnya.42 Esensi roh sendiri termasuk alam malakut, 
sejenis Malaikat.43 Ia termasuk rahasia Tuhan, yang di mana para 
rasul tidak membicarakannya,44 dan tidak mengizinkan untuk 
menjelaskan esensinya, kecuali sekedar mengkaji karakteristik dan 
fenomena-fenomenanya yang penting bagi kehidupan manusia.45 
Akan tetapi, tidak mustahil dan wali/ulama dari umatnya yang 
baginya rahasia itu terbuka, dan dalam syara‟, tidak ada dalil yang 
memustahilkan untuk mengetahui rahasianya. Jadi, para rasul tidak 
mengizinkan menjelaskannya kepada yang bukan ahlinya.46 
Dalam perspktif Ghazali, terdapat interaksi antara roh dan 
jasat, bahwa jasat dikendalikan oleh roh, dan perbuatan lahiriah 
manusia mempengaruhi kejernihan dan kekotoran roh. Akan tetapi, 
bagaimana tempat terjadinya proses ini tidak ada yang dapat 
menggambarkannya dengan jelas termasuk Ghazali. Dan Ghazali 
dalam konteks ini mengikuti Maimun Ibn Mahran yang 
mengibaratkan perbuatan kotor sebagai noda hitam pada cermin. 
Dan sebaliknya, makin banyak perbuatan baik, semakin cemerlang 
tampilan cermin, seperti “seperti menyala walau tak tersentuh 
                                                             
42
 Al-Ghazali, Mi‟yar al-„Ilm, Op.Cit. hal. 235 dan Ma‟arij al-Quds fi Madarij Ma‟rifat al-
Nafs, ed. Muhammad Mustafa Abu al-„Ala, Mesir: Maktabah al-Jundi, hal 24-43, dalam Saeful 
Anwar. Filsafat Ilmu Al-Ghozali...2007, Op. Cit. hal. 178. 
43
 Al-Ghazali, Kimiya‟ al-Sa‟adah, Loc.Cit. hal. 111 dan al-Madnunu bihi „ala Gayr Ahlihi, 
dalam  Majmu‟ah, Jld. IV. 1409 H/ 1988, hal. 41-70, dalam Ibid. Saeful Anwar. Filsafat Ilmu Al-
Ghozali...2007. 
44
 Al-Ghazali, Kimiya...Loc.Cit, hal. 111-114. 
45
 Al-Ghazali, Ihya‟ „Ulum al-Din. Jld. III, Loc.Cit. 3 dan Jld. IV. hal. 112. 
46
 Al-Ghazali, al-Madnunu...Loc.Cit. hal. 41-42. 
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api”.47 Ini merupaka asumsi dasar bagi basis epistemologi yang 
digunakan dalam metode kasyfi.48 
c. Asumsi Aksiologis 
 Regresi (jaam kembali ke fitrah) untuk menjadi insan Ulul 
Albab 
Dibaca dalam konteks kodrat manusia sebagai das Bild 
Gottes, maka norma hukum, bersama norma moral dan agama, 
dapat dipandang sebagai "jalan kembali" menuju fitrah, atau 
pemandu untuk kembali ke fitrah. Sejak kejatuhan di Eden, seperti 
digambarkan agama-agama samawi, manusia tidak lalu tenggelam 
dalam kegelapan. Kejatuhan itu, justru memunculkan kerinduan 
untuk kembali ke fitrahnya yang luhur, yakni kerinduan untuk 
hidup yang benar sebagai manusia. 
Sebagai norma publik (untuk kembali ke fitrah), maka 
hukum harus dijaga sedemikian rupa agar tidak menyesatkan dan 
tidak disesatkan. Inilah moralitas hukum yang mesti dipegang 
teguh. Dalam konteks moralitas ini, hukum harus menjadi panduan 
yang benar, baik, dan adil agar kerinduan kembali ke fitrah bisa 
tenwujud. Imperatif ini penting dipertahankan, karena kalau tidak, 
maka hukum hanya akan berfungsi sebagai jalan sesat yang akan 
menjauhkan manusia dari fitrahnya. 
Implementasi konseptual untuk menuju fitrah, manusia 
senantiasa  meyakini konsepsi “pengembalian diri  manusia”, atau 
dengan maksud lain bermakna   “memberikan diri  dalam 
pelayanan”   (khidmah)  kepada Tuhan. Yang sungguh-sungguh 
dimaksud bukan “pelayanan”  dalam pengertian pelayanan apapun,  
atau  jenis yang ditawarkan kepada manusia atau  institusi  manusia  
                                                             
47
 Al-Ghazali, Ihya‟ „Ulum al-Din. Jld. III, Loc.Cit. hal. 11-12 
48
 Metode Kasyfi merupakan metode yang tetap dikontrol dengan logika (manthiq) sebagai 
“neraca  ilmu”. Hingga pada tahap tertentu dari sudut falsufikasi terlihat misalnya dalam kitab 
Tahafut, dari sudut verifikasi terlihat misalnya dalam kitab al-Iqtisad. Metode Kasyfi dalam kitab 
Ihya, dalam Saeful Anwar. Filsafat Ilmu Al-Ghozali...2007, Op.Cit. hal. 122. 
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lain.  Konsep  khidmah  menyiratkan bahwa  seseorang yang 
memberikan pelayanan  tersebut   “bebas”,   tidak  terikat,   tetapi   
„tuan bagi  dirinya‟  dalam hal  dirinya  sendiri. Namun   konsep  
mamluk,  mengandung   fakta   implisit   kepemilikan   seseorang   
yang  menerima pelayanannya__ Mamluk dimiliki malik.49  
2. Etos/Nilai 
a. Nilai Ontologis 
 Pagam Madinah (Medinah Charter) 
Piagam Madinah sebagai sebuah “karya agung” yang 
dilahirkan oleh Rosulullah saw. dalam kontes/realitas masyarakat 
yang heterogen dan misi profetis (kenabian), yang merupakan 
realitas obyektif. Dan dalam perspektof Ghazali, bahwa ilmu harus 
sesuai denga realitas objek.50 Maka, sebagai sebuah konsepsi, 
Piagam Madinah merupakan perpaduan antara realitas Masyarakat 
Madinah dan nilai-nilai kewahyuan yang merupan ma‟lum (yang 
diketahui) “oleh Rasulullah saw” merupakan objek ilmu.51 
Dengan demikian, dalam merumuskan konsep Piagam 
Madinah bila dipandang sebagai objek ilmu, maka Rasulullah 
melihat realitas masyarakat Madinah bukan hanya copy (salinan) 
objek sensual yang diperoleh melalui pancaindra (mencakup 
substansi dan sifat-sifatnya), melainkan juga salinan objek rasional 
yang diperileh akal secara lansung, bagkan tanpa bantuan 
pancaindra, seperti objek-objek ilmu rasional a priori; termasuk 
tangkapan akal terhadap kenyataan diri dan copy (salinan) objek 
yang ada dalam diri sendiri, serta objek-objek ilmu-ilmu inferensial 
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 Syed Muhammad Naquib Al-Attas, Prolegomena...: 1995. Op.Cit. hal. 59-60 
50
 Lih. Ahmad Sukardja,. Piagam Madinah...:2012., Op.Cit. hal. 106  
51
 Empat wilayah  yang merupakan objek dari ilmu, yang oleg Ghazali disebut; Dunia Fisis, 
„Alam Jabarut ( Dunia Proses Mental), Dunia Metafisis, dan Realitas Mutlak., dalam Ibid. Saeful 
Anwar,. Filsafat Ilmu Al-Ghozali...: 2007. Op.Cit., hal. 
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(nazari)52 yang diperoleh akal berdasarkan data empirik sensual, 
dan apa yang hanya ada dalam konsep mental („alam jabarut).53 
b. Nilai Epistemologis 
 Moralitas yang dilahirkan atas keseimbangan Pikir (fikr) dan 
zikir (dziqr) 
Lebih lanjut, ikhtiar sebagai bentuk kebebasan adalah di 
mana saat kondisi manusia berhasil  menahan hasrat  hewani  dan  
jasmani  dan telah membuat   jiwa hewaninya tunduk,   lalu 
membuatnya dipengaruhi   jiwa  rasional,54  manusia yang 
digambarkan demikian  telah mencapai “kebebasan”  bahwa dia  
telah memenuhi   tujuan penciptaan dan eksistensinya;  dia  telah 
mencapai kedamaian  tertinggi55 dan  jiwanya ditenangkan,  
diletakkan bebas seperti  dikatakan,  bebas dari belenggu nasib 
yang tak terelakkan dan perselisihan yang mengganggu dan neraka 
sifat buruk manusia. Dan pengaruh jiwa rasional ini akan muncul 
apabila manusia melakukan proses pelayanan diri manusia melalui 
proses „ibadah yang menunjuk kepada semua tindakan pelayanan 
yang sadar dan sukarela hanya karena Tuhan. 
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 Nazari berasal dari kata Nazr (penalaran) atau ilmu yang dihasilkan dari penalaran (ilmu 
inferensial) lawan dari ilmu a priori., dalam Saeful Anwar,. Filsafat Ilmu Al-Ghozali...: 2007. 
Op.Cit., hal. 89 
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 Al-Ghazali., Mizan al-Amal., Op.Cit. hal. 226-232 dan Ihya‟ jld., I , hal. 20-21. Lih. 
Saeful Anwar,. Filsafat Ilmu Al-Ghozali...: 2007. Op.Cit., hal. 106-107 
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 Tuhan menciptakan manusia dalam citra-Nya sendiri. Kini manusia adalah tubuh dan 
jiwa, dia adalah makhluk fisik sekaligus ruhani, dan jiwanya memerintah tubuh seperti Tuhan 
memerintah Alam Semesta. Jiwa manusia juga memiliki dua aspek yang analogis dengan sifat-
dasar gandanya: yang tinggi, jiwa rasional:  al-nafs   al-natiqah;  yang  rendah,   jiwa  hewani  atau  
jasmani:  al-nafs   al-hayawaniyyah.  Di dalam  kerangka-kerja   konseptual  dari   konsep  dīn  
yang  diterapkan  di   sini   sebagai  persoalan subjektif,   personal,   dan   individual,   jiwa   
rasional   manusia   merupakan   raja   dan   harus menggunakan kekuatan dan aturannya terhadap 
jiwa hewani yang merupakan bawahannya dan yang harus ditundukkan padanya. Kekuasaan dan 
aturan efektif yang ditunjukkan jiwa rasional terhadap  jiwa hewani,  dan penaklukan dan 
ketundukan  total  dari  yang kemudian atas  yang terdahulu   sungguh  dapat  diinterpretasikan   
sebagai  din,   atau  sebagai  islām  dalam pengertian subjektif,  personal,   individual  dalam 
hubungan yang sedemikian dibangun., dalam Syed Muhammad Naquib Al-Attas, Prolegomena...: 
1995., Loc.Cit., hal. 64 
55
 Ketika kita juga berkata bahwa Islam bermakna „damai‟, kita menunjuk pada akibat  dari 
ketundukan yang ditandai dengan kata kerja aslama., dalam Syed Muhammad Naquib Al-Attas, 
Prolegomena...: 1995., Loc.Cit., hal. 65 
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Bagi manusia Islam,56 kehidupan etisnya adalah „ibadah 
untuk membangkitkan jiwa rasionalnya  (nafs/fuad) sebagai raja. 
Karena jiwa ini merupakan jiwa pelayan yang telah memenuhi 
perjanjian dengan Rabbnya dengan pengakuan yang berkelanjutan, 
dan karena tidak ada yang “mengenal”  lebih baik tentang Rabbnya 
daripada pelayan-Nya yang  sejati  dan  setia,  yang dengan 
pelayanan  seperti   itu mendapatkan “keintiman” dengan Rabb dan 
Pemiliknya,  sehingga  „ibadah  bermakna,  pada akhirnya,  pada 
tahap lanjut, sebagai pengetahuan: Kasyf. 
c. Nilai Aksiologis 
 Adab „Tamaddun 
Ayat satu Piagam Madinah yang menyatakan 
"sesungguhnya mereka Muhajirin dan Anshar merupakan satu 
umat yang berbeda dari manusia lain," menjadi kenyataan. Umat 
Islam menjadi komunitas utama masyarakat politik yang dibina 
oleh Muhammad saw di kota Madinah. Dan pesan moral yang 
terkandung dalam piagam Madinah berdasarkan adab tamaddun 
(keberadaban) dengan Prinsip-prinsip: (1) Musyawarah, (2) 
Keadilan, (3) Persamaan Perlindungan atas HAM, (4) Kebebasab 
Peradilan, (5) Perdamaian, (6) Kesejahteraan, dan (7) Ketaatan 
Rakyat. 
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 Manusia di dalam dirinya terdapat;  hati   (qalb),   jiwa   atau diri   (nafs),   roh   (ruh),  
dan   intelek   („aql)  digunakan  dalam hubungan kepada jiwa masing-masing mengandung dua 
makna; yang satu menunjuk pada aspek material   atau  fisik  dari  manusia,   atau pada   tubuh;  
dan  yang   lain  pada   aspek  non-material, imajinal dan intelejensial atau spiritual, atau pada jiwa 
manusia.
56
 Secara umum, dan dari sudut pandang etis,  makna  pertama menunjuk kepada  aspek 
yang darinya  diasalkan kualitas  yang patut   disalahkan   dalam manusia,   dan  mereka  
merupakan   kekuatan   hewani   yang   kendati keberadaan  mereka   yang   bermanfaat   bagi  
manusia   dalam  beberapa   hal,   ada   dalam  konflik dengan kekuatan  intelektual.  Tambahan 
kebersalahan kepada  kekuatan hewani  yang  inheren dalam aspek fisik manusia tidak seharusnya 
dibingungkan dengan gagasan perendahan tubuh manusia,  yang  tentunya berlawanan dengan 
ajaran  Islam., dalam dalam Syed Muhammad Naquib Al-Attas, Prolegomena...: 1995., Loc.Cit., 
hal. 112. 
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C. Kritik Konsep Moralitas Piagam  Madinah Atas Konsep Moralitas 
Hukum H.L.A. Hart berdasarkan Paradigma Rasional 
 
1. Kritik Asumsi Dasar 
Kebahagiaan merupakan refleksi antara kesesuaian dan 
keselarasan antara sifat alami dan tujuan-tujuan yang duisahakan hingga 
tercapai. Jika wujud kebahagiaan harus berhubungan dengan keutamaan 
dan saling bersesuaian dengannya, maka tidak mungkin kebagagiaan 
dapat terwujud, kecuali dengan perantara adanya “suatu sebab” bagi 
seluruh realitas alam yang berbeda darinya, yang meliputi landasan 
hadirnya kesesuaian dan kesatuan antara kebahagiaan dan keutamaan. 
Oleh karena itu, kebaikan hakiki (mutlak) tertinggi menjadi perantara 
terwujudnya kebaikan tinggi-relatif, yaitu kebaikan mutlak tertinggi 
menciptakan alam yang merupakan sempurnanya alam. 
Pada konteks ini, argumen moral tidak hanya menetapkan 
eksistensi Tuhan, akan tetapi juga menetapkan sifat-sifat Tuhan, seperti 
yang mencipta, bijaksana, kehendak dan maha pengaturdi dunia dan 
akhirat. Jenis argumen ini harus disandarkan pada argumen fitrah atau 
dirujukkan pada rujukan kemestian (a prioris) diutusnya para nabi yang 
terletak setelah pembuktian eksistensi Tuhan sifat kesempurnaan-Nya, 
atau didasari pada salah satu argumen, seperti argumen imkam dan 
wujub, hudus, serta gerak. 
Dengan demikian, argumen moral memiliki kesetaraan validitas 
dengan argumen di atas (imkam dan wujub, hudus, serta gerak) dan 
terhitung sebagai bentuk argumen baru. Jika argumen moral tidak 
disandarkan pada salah satu dari argumen seerti yang telah disebutkan, 
maka ia tidak memiliki validitas sebagai sebuah argumen atau dalil 
dalam menetapkan eksistensi Tuhan. Oleh karena itu, apabila argumen 
moral diasumsikan memiliki landasan yang sempurna, tetap 
dikategorikan sebagai filsafat praktis/akal praktis, bukan merupakan 
filsafat teoritis/akal teoritis dan tidak dapat digunakan sebagai dalil 
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pembuktian eksistensi. Namun, bukan berarti “keutamaan” yang dimiliki 
akal praktis („amaliah) dihasilkan sebuah esensi ilmu tentang moralitas 
yang secara keseluruhan menampilkan eksistensi Tuhan. Akan tetapi di 
satu sisi, keutamaan akal praktis bermakna bahwa dengan perantaraan 
„amal (praktis) atau moral, seseorang menetapkan kemestiannya (syarat-
syaratnya). Kemudian seseorang menyandarkan keimanan pada moral 
(akhlak) atau „amal (praktis) tersebut sehingga keimanan akan 
berlandaskan pada kebutuhan-kebutuhan akal praktis yang bersifat 
universal.  
Konsep moral dalam Piagam Madinah berdasarkan paradigma 
profetik adalah sebuah konsep yang meletakkan pondasi asumsi dasar 
pada argumen bahwa, nilai-nilai moral sebagai afirmasi dari bentuk-
bentuk dunia citra yang direfleksikan dalam  imajinasi  kognitif  dapat   
tercetak dalam  imajinasi sensitif  atau  fantasi  pada  tingkatan bahwa 
penerima bentuk  tersebut  dapat   sungguh-sungguh melihat  mereka  
dalam  tampilan  inderawi  mereka.  Tentu  saja,  dalam kasus  Nabi  
Muhammad saw. dengan perspektif lainnya bahwa, Nabi Muhammad 
saw. dalam merumuskan nilai-nilai moral dalam Piagam Madinah 
memadukan kemampuan akal praktis dan akal teoritis. 
2. Kritik Etos/Nilai 
Sebagai hasil pemikiran, Hart menganggap moralitas tidak 
bersifat mutlak, absolut dan tidak pula universal. Ia terbatas, dapat 
berubah, memiliki kekurangan, kelebihan, dan sebagainya. Moral lebih 
berperan sebagai konseptor terhadap sejumlah perilaku yang 
dilaksanakan oleh manusia. Peranan moral dalam hal ini tampak sebagai 
wasit atau hakim dalam tatanan sosial, dan bukan sebagai pemain. Ia 
merupakan konsep atau pemikiran mengenai nilai-nilai untuk digunakan 
dalam menentukan posisi atau status perbuatan yang dilakukan manusia. 
Moral lebih mengacu kepada pengkajian sistem nilai-nilai yang ada. Dan 
moral bersifat relatif yakni dapat berubah-ubah sesuai dengan ruang dan 
waktu yang membentuk moral. 
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Di lain sisi, Piagam Madinah sebagai sebuah “teks” yang 
dilahirkan oleh Rosulullah saw. dalam kontes/realitas masyarakat yang 
heterogen dan misi profetik (kenabian), yang merupakan realitas 
obyektif (sebagai objek dari ilmu).57 Dan dalam perspektof Ghazali, 
bahwa ilmu harus sesuai denga realitas objek. Maka, sebagai sebuah 
konsepsi, Piagam Madinah merupakan perpaduan antara realitas 
Masyarakat Madinah dan nilai-nilai kewahyuan yang merupan ma‟lum 
(yang diketahui) “oleh Rasulullah saw.” merupakan objek ilmu.58 
Sebagai seorang rasul, nabi Muhammad saw., tentunya memiliki 
keterpaduan antara pikir (rasional) dan dzikir (transendental) yang 
“utama” sebagai pondasi dalam mengemban misi kenabiannya.  Hingga 
majinasi kognitif Rosulullah begitu kuat sehingga dia mampu menerima 
realitas intelijibel dalam bentuk   inderawinya   (contoh  malaikat   
dalam  bentuk  manusia);   dan   realitas   inderawi   dalam bentuk 
intelijibel (contoh yang mati sebagai hidup di dunia lain). 
 
PENUTUP 
H.L.A. Hart menempatkan moral lebih berperan sebagai konseptor 
terhadap  sejumlah perilaku yang dilaksanakan oleh manusia. Peranan moral 
dalam hal ini tampak sebagai wasit atau hakim dalam tatanan sosial, dan bukan 
sebagai pemain. Ia merupakan konsep atau pemikiran mengenai nilai-nilai untuk 
digunakan dalam menentukan posisi atau status perbuatan yang dilakukan 
manusia. Moral lebih mengacu kepada pengkajian sistem nilai-nilai yang ada, dan 
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 Piagam Madinah bila dipandang sebagai objek ilmu, maka Rasulullah melihat realitas 
masyarakat Madinah bukan hanya copy (salinan) objek sensual yang diperoleh melalui pancaindra 
(mencakup substansi dan sifat-sifatnya), melainkan juga salinan objek rasional yang diperileh akal 
secara lansung, bagkan tanpa bantuan pancaindra, seperti objek-objek ilmu rasional a priori; 
termasuk tangkapan akal terhadap kenyataan diri dan copy (salinan) objek yang ada dalam diri 
sendiri, serta objek-objek ilmu-ilmu inferensial (nazari) yang diperoleh akal berdasarkan data 
empirik sensual, dan apa yang hanya ada dalam konsep mental („alam jabarut), dalam Saeful 
Anwar,. Filsafat Ilmu Al-Ghozali...: 2007. Op.Cit., hal. 89. 
58
 Objek dari ilmu, yang oleg Ghazali disebut; Dunia Fisis, „Alam Jabarut ( Dunia Proses 
Mental), Dunia Metafisis, dan Realitas Mutlak., dalam Ibid. Saeful Anwar,. Filsafat Ilmu Al-
Ghozali...: 2007. Loc.Cit., hal. 90 
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moral bersifat relatif- yakni dapat berubah-ubah sesuai dengan ruang dan waktu 
yang membentuk moral. 
Sedangkan konsep Piagam Madinah ditempatkan sebagai sebuah ilmu 
yang berada dalam diri subjek (dalam hal ini Nabi Muhammad saw.) merupakan 
sifat yang menghasilkan “gambar” atau “salinan” objek dalam diri subjek, yang 
dituangkan dalam bahasa lisan atau tulisan (piagam), dihimpun dan disusun secara 
sistematis serta dikategorokan sebagai landasan konstitusi dan sekaligus sebagai 
basis moral masyarakat Madinah. Oleh sebab itu, Piagam Madinah sebagai sebuah 
konsepsi ilmu dapat diberikan terminoligi atau metaforis sebagai malakah 
(kecakapan, penguasaan, atau pengetahuan) yang merujuk sifat kelestarian ilmu 
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